
WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA K E R J A 

KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan pelaksanaan Peraturan Walikota 

Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Tenaga Keija Kota Singkawang 

perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pelayanan Perizinan d£in Non Perizinan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/1/UNDANG-UNDANG-DASAR-1945/uud_1945.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2918/TENTANG-PEMBENTUKAN-KOTA-SINGKAWANG--/01uu012.doc


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4987); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/140/PENANAMAN-MODAL/07uu0251.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1190/KETERBUKAAN-INFORMASI-PUBLIK/08uu014.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1550/PELAYANAN-PUBLIK/09uu025.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16692/APARATUR-SIPIL-NEGARA/14uu005.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16975/ADMINISTRASI-PEMERINTAHAN/14uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1505/KAWASAN-INDUSTRI/09pp024.pdf


10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

221); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

853); 

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1479); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/15229/PELAKSANAAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-25-TAHUN-2009-TENTANG-PELAYANAN-PUBLIK/12pp096.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/19690/PERANGKAT-DAERAH/16pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16921/PENYELENGGARAAN-PELAYANAN-TERPADU-SATU-PINTU/14pr097.pdf


17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambeihan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 

51); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

TENAGA K E R J A KOTA SINGKAWANG. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas 

Penangiman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2017 Nomor 20) diuah dan ditambah 2 (dua) ayatyakni ayat 

(3) dan ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

(1) Semua perizinan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan 

Walikota ini dinyatakan masih tetap berlakusampai batas waktu 

berakhimya izin. 

(2) Hal-hal mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dan/atau 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota. 

(3) Semua ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara perizinan yang 

sudah ada masih berlaku sampai ditetapkannya mekanisme dan tata cara 

perizinan yang baru. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan paling lama 

6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan. 

http://jdih.singkawangkota.go.id/files/Perda_2016_3.pdf


Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 23 Januar i 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 23 Januar i 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

S Y E C H BANDAR 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 4 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, S.H. 
NIP. 19681016 199803 1 004 




